UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a

bahwa dadam rangka mencgpa tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana
tercantum di ddam Pembukaan Undang-Undang Dasxr 1945, yatu meindungi
segengp  bangsa Indonesa dan  sduruh  tumpah darah  Indonesia, memgukan
kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sogd, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebaga bagian dari masyarakat
internasiona, meakukan hubungan dan kerja sama internasond  yang diwujudkan
ddam perjanjian internasiond,;

bahwa ketentuan mengena pembuatan dan pengesshan perjanjian internasond
sebagamana diatur dadam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga
perlu dijabarkan lebih lanjut daam suatu peraturan perundang- undangan;

bahwa Surat Presden Republik Indonesa Nomor 2826/HK/1960 tanggd 22 Agustus
196D tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lan® yang sdama ini
digunekan sebaga  pedoman untuk membuat dan  mengesahkan  perjanjian
internasiond sudah tidak sesual lagi dengan semangat reformeas;

bahwa pembuatan dan pengesshan pejanjian internasond antara  pemerintah
Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisas internasona, dan
subjek hukum internasiond lain addan suatu perbuatan hukum yang sangat penting
karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan
dan pengesthan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar
yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan
yang jelas pulg;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a b, ¢, dan d
perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perjanjian Internasiond;

Mengingat :

1.

2.

Pasadl 5 ayat (1), Pasa 11, dan Pasad 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan
Perubahannya (1999).

Undang-undang N0.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (LN Tahun 1999
Nomor 156, TLN Nomor 3882);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJAN INTERNASIONAL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Daam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Perjanjian Internasiond addah perjanjian, ddam bentuk dan nama tertentu, yang
diatur ddam hukum internasond yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak
dan kewgjiban di bidang hukum publik.



2. Pengesshan addah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suau perjanjian
internesond dadam bentuk ratifikes (ratification), akses( accession), penerimaan
(acceptance) dan penyetujuan ( ap-prova/).

3. Surat Kuasa (Full Powers) addah surat yang dikeluarkan oleh Presden atau Menteri
yang memberikan kuasa kepada satu atau bebergpa orang yang mewakili Pemerintah
Republik Indonesa untuk menandatangani aau menerima  naskah  perjanjian,
menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, da/atau
menydesakan hd-hd lan  yang diperlukan ddam pembuatan  pejanjian
internasond.

4. Surat Kepercayaan (Credentials) addah surat yang dikduarkan oleh Presiden atau
Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili
Pemerintah Republik Indonesa untuk menghadiri, merundingan, dan/atau meneima
has| akhir suatu pertemuan internasiond.

5. Pensyaratan (Reservation) addah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak
menerima  berlakunya ketentuan tertentu pada pejanjian  internasiond, ddam
rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetyjui, aau
mengesahkan suatu perjanjian internasona yang bersfat multilaterd.

6. Pernyataan (Declaration) addah pernyataan sepihak suatu  negara  tentang
pemahaman atau penafsran mengena suatu ketentuan ddam perjanjian internasiond,
yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, aau mengesahkan
perjanjian  internasond  yang besfa  multilaterd, guna memperjdas  meakna
ketentuan tersebut dan tidak dimeksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewgjiban
negara daam perjanjian internasond.

7. Organised Internesond addah organisss antr pemerintah yang diakui  sebagai
subjek hukum internesond dan mempunya  kapadtas untuk membuat  perjanjian
internasond.

8. Sukses Negara addah perdihan hak dan kewsgjiban dari satu negara kepada negara
lan, sebaga a&kiba pergantian negaa  untuk  mdanjutkan  tanggungjawab
pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewgiban sebaga pihak suatu
perjanjian internasiond, sesua dengan hukum internasond dan pringp-pringp ddam
Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa.

9. Menteri addah menteri yang bertanggungjavab di bidang hubungan luar negeri dan
politik luar negeri.

Peasal 2
Menteri memberikean petimbangan politis dan  mengambil  langkahlangkah  yang
diperlukan ddam pembuatan dan pengesshan pejanjian  internasond, dengan
berkonaultas  dengan Dewan Pewakilan Rakya ddam hd yang menyangkut
kepentingan publik.

Pasad 3
Pemerintah Republik Indonesa mengikatkan diri pada perjanjian internasond mddui
cara-cara sebagal berikut :
Penandatangan;
pengesahan;
pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
cara-caralain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasiond.
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BAB Il
PEMBUATAN PERJANJAN INTERNASIONAL

Pasal 4
(1) Pemerintah Republik Indonesa membuat perjanjian internasond dengan satu negara
aau lebih, organisas internasiond, atau subjek hukum internasond lain berdasarkan
kesepakatan, dan para pihak berkewgiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut
dengan itikad baik.



(2) Ddam  pembuatan perjanjian internasiond, Pemeintah  Republik  Indonesa
berpedoman pada kepentingan nasona dan berdasarkan pringp-prindp persamaan
kedudukan, sding menguntungkan, dan memperhaikan, bak hukum nasond
maupun hukum internasond yang berlaku.

Pasal 5

(1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen,
di tingkat pusat dan daerah, yang mempunya renca na untuk membuat perjanjian
internasional, terlebih dahulu meak- ukan konsultas dan koordines  mengena
rencana tersebut dengan Menteri.

(2) Pemerintah  Republik Indonesia ddam memperdapkan pembuatan  perjanjian
internasond, terlebih dahulu  harus menetgpkan poss  Pemeintah  Republik
Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegas Republik Indonesia.

(3) Pedoman delegas Republik Indonesa yang perlu mendapat persetujuan Menteri,
memuat hal-ha sebagai berikut :

a latar belakang permasdahan;

b. andids permasdahan ditinjau dari agpek politis dan yuridis serta aspek lain yang
dapat mempengaruhi kepentingan nesond Indonesig;

C. pods Indonesa, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapa
kesepakatan.

(4) Perundingan rancangan suatu  perjanjian  internesond  dilakukan oleh  Deegas
Republik Indonesa yang dipimpin oleh Menteri atau pgabat lan sesua dengan
materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masng.

Pasal 6

(1) Pembuatan perjanjian  internasond  dilakukan  mddui  tahgp  penjgakan,
perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

(2) Penandatanganan suatu perjanjian intermesiona  merupakan persetujuan aas naskah
perjanjian  internasional  tersébut  yang tdah  dihaslkan  dan/atau  merupakan
pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesual dengan kesepakatan para
pihak.

Pasa 7

(1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima
atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian
internasiond, memerlukan Surat Kuasa

(2) Pgabat yang tidek memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud ddam Pasd 1
Angka3 addah:

a Presden, dan
b. Menteri.

(3) Satu atau bebergpa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasl
akhir suatu pertemuan internasiond, memerlukan Surat K epercayaan.

(4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpissh atau disatukan dengan  Surat
Kepercayaan, sgpanjang dimungkinkan, menurut ketentuan ddam suau perjanjian
internasiond atau pertemuan internasiond.

(5) Penandatangan suatu perjanjian internasond yang menyangkut kerja sama teknis
sebagal peaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam
lingkup kewenangan suau lembaga negaa aau lembaga pemerintah, bak
departemen maupun non departemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa

Pasd 8
(1) Pemerintah Republik Indonesa dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan,
kecudi ditentukan lain daam perjanjian internasiond tersebut
(2) Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian
internasond harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.



(3) Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat
ditaik kembdi setigp ssat mddui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang
dtetgpkan daam perjanjian internasiond.

BAB Il
PENGESAHAAN PERJANJAN INTERNASIONAL

Pasa 9
(1) Pengesshan perfjanjian internasional oleh Pemerintah Rl dilakukan  sepanjang
dipersyaratkan oleh perjanjian internasiond tersebt.
(2) Pengesshan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan
dengan undang- undang atau keputusan presiden.

Pasal 10
Pengesahan perjanjian internasond dilakukan dengan undang- undang apabila berkenaan
dengan:
masd ah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
kedaulatan atau hak berdaulat negara;
hak asas manuda dan lingkungan hidup;
pembentukan kaidah hukum baru;
pinjaman darvatau hibah luar negeri.
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Pasal 11
(1) Pengesshan  peajanjian  internasond yang materinya  tidek  termasuk  materi
sebagaimana dimaksud Pasall0, dilakukan dengan keputusan presiden.
(2) Pemerintah Republik Indonesa menyampaikan sdinan setigp  keputusan  presiden
yang mengesahkan suatu perjanjian internasond kepada Dewan Perwekilan Rakyat
untuk dievalues.

Pasal 12

(1) Ddam mengesahkan suatu perjanjian internasiond, lembaga pemrekarsa yang terdiri
aas lembaga negara dan lembaga pemerintah, balk depatemen maupun non
departemen, menyigpkan sdinan naskah pejanjian, terjemahan, rancangan undang-
undang, aau rancangan Keputusan presden tentang pengesshan  perjanjian
internasiona dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

(2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, bak
departemen maupun non departemen, mengkoordinaskan pembahasan  rancangan
dan/atau materi permasdahan dimaksud ddam ayat (1) yang peaksanaannya
dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.

(3) Prosedur pengguan pengesshan pejanjian internasond  dilakukan mddui Menteri
untuk disampaikan kepada Presden.

Pasal 13
Setigp  undang-undang aau  keputusan  presden tentang pengesshan  perjanjian
internasiond ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 14
Menteri menandatangani  piagam pengesshan untuk mengikatkan Pemerintah  Republik
Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak
atau dismpan oleh negara atau lembaga penyimpanan pada organisas internasiond.



BAB IV
PEMBERLAKUAN PERJANJAN INTERNASIONAL

Pasal 15

(1) Sdan pejanjian internesond  yang perlu disshkan dengan undang-undang atau
keputusan presden, Pemerintah Republik Indonesa dapat membuat  perjanjian
internasond  yang berlaku satdlah  penandatanganan aau  pertukaran  dokumen
perjanjiavnota diplomatik, atau medui caracara lan sebagamana disepakati oleh
para pihak pada perjanjian tersebut.

(2) Suatu perjanjian internasond mula  berlaku dan mengikat para pihak setelah
memenuhi ketentuan sebaga mana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

(1) Pemerintah Republik Indonesa melakukan perubahan aas ketentuan suatu perjanjian
internasiona berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut.

(2) Perubahan perjanjian  internasonal  mengikat para pihek mddui  tata caa
sebagai mana ditetapkan dalam perjanjian tersebuit.

(3) Perubahan atas suatu perjanjian internasond yang telah disyahkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang- undangan yang setingket.

(4) Ddan hd peubashan perfjanjian internasond  yang hanya bersfa  teknis
adminigratif, pengesshan aas peubahan tersebut dilakukan medaui  prosedur
Sederhana.

BABV
PENYIMPANAN PERJANJAN INTERNASIONAL

Pasal 17

(1) Menteri  bertanggungiawab  menyimpan dan memdihara naskah adi  pefjanjian
internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesa serta menyusun daftar
naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan penjanjian internasional.

(2) Sdinan naskah resmi sdtigp perjanjian internasona  disampaikan kepada lembaga
negara dan lembaga pemerintah, bak depatemen maupun non departemen
pemrakarsa.

(3) Menteri memberitahukan dan menyampailkan sdinan naskah resmi suatu perjanjian
internasond yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesa kepada
Skretariat organisas internasiond yang di ddamnya Pemerintah Republik Indonesa
menjadi anggota

(4) Menteri memberitahukan dan menyampalkan sdinan piagan pengesshan perfjanjian
internasiona kepada ingtans-ingang terkait.

(5) Ddam hd Pemeintah Republik Indonesa ditunjuk sebaga penyimpan piagam
pengeschan pejanjian internesond, Menteri menerima dan menjadi  penyimpan
piagam pengesahan perjanjian internasiond yang disampaikan negara- negara pihak.

BAB VI
PENGAKHIRAN PERJANJAN INTERNASIONAL

Pasal 18
Perjanjian internasiona berakhir apabila:
terdapat kesepakatan para pihak melaui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
terdapat perubahan mendasar yang menpengaruhi pel aksanaan perjanjian;
sdah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
muncul norma-norma baru dalam hukum internasiond;
objek perjanjian hilang;
terdapat hal-ha yang merugikan kepentingan nasiond.
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Pasal 19
Perjanjian internasiond yang berakhir sebedum waktunya berdasarkan kesepakatan para
pihak, tidak mempengaruhi penydesaian sdtigp pengauran yang menjadi  bagian
perjanian dan bdum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian
tersebut.

Pasal 20
Perjanjian internasiond tidak berakhir karena sukses negara, tetgpi tetap berlaku sdama
negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Pada saat undang-undang ini mula berlaku, pembuatan aau pengesshan perjanjian
internasoa yang mash dadam proses, disdesakan sesua dengan ketentuan undang-

undang ini.

BAB VIII
KENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggd diundangkan. Agar setigp orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  undang-undang il mddui  Lembaran
Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jekarta

Pada tangga 23 Oktober 2000
SEKRETARISNEGARA RI
ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 185



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJAN INTERNASIONAL

. UMUM
Dadam mdaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasiond,
Pemerintah Republik Indonesa meakukan berbaga upaya termasuk membuat perjanjian
internasiond  dengan negara lain, organisas internasiona, dan  subjek-subyek  hukum
internasiond lain.
Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesainya kemguan ilmu pengetahuan dan
teknologi telah meningkatkan intendtas hubungan dan interdependens antar negara
Sgdan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama
internasiond yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasiond.
Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasond meibatkan berbaga lembaga negara
dan lembaga pemerintah berikut perangkainya. Agar tercgpa hedl yang maksmd,
diperlukan adanya koordines di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk
tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur
secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setigp aspek pembuatan dan pengesahan
pejanjian internasond. Pengaturan mengena  pembuatan dan  pengesshan  perjanjian
internasond yang ada ssbelum disusunnya undang-undang ini tidek dituangkan ddam
suatu peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga ddam praktiknya menimbulkan
banyak kesmpang-suran. Pengaturan sebedlumnya hanya menitikberatkan pada aspek
pengesahan perjanjian internasond. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan
perundang-undangan yang mencakup aspek pembuatan dan  pengesahan  perjanjian
internesond demi  kepadtian hukum. Undang-undang tentang Perjanjian Internasond
merupakan pelaksanaan Pasd 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan
kewenangan kepada Presden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasa 11 Undang-Undang Dasar 1945 bersfat
ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu
perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefiniskan kewenangan lembaga
eksekutif dan legidatif ddam pembuatan dan pengesshan perjanjian internasond serta
aspek-axpek lan yang diperlukan ddam mewujudkan hubungan yang dinamis antara
kedua lembaga terssbut. Perjanjian internasonal yang dimaksud daam undang-undang
ini addah setigp perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasiond, dan
dibuat oleh Pemeintah dengan negara, organises internasond, aau subjek  hukum
internasiona lain. Bentuk dan nama pejanjian internasona dalam  praktiknya cukup
beragam, antara lain: treaty; convention, agreement, memorandum of understanding,
protocol, charter, dedaration, final act; arrangement, exchange of notes, agreed minutes,
summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent. Pada umumnya
bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian
tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara
hukum, perbedaan tersebut tidek mengurangi hak dan kewgiban para pihak yang tertuang
di ddam suatu perjanjian internasiond. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi
perjanjian internasond, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak
terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut. Sebagal bagian terpenting dalam
proses pembuatan perjanjian, pengesshan perjanjian internasond  perlu  mendapat
perhatian menddam mengingat pada tahgp terscbut suatu negara secara  resmi
mengikatkan diri pada perjanjian itu. Ddam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi
dalam empat kategori, yaitu :
(@) raifikes (ratification) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian
internasiona turut menandatangani naskah perjanjian.
(b) akses (accesion) apabila negara yang akan mengesshkan suatu  perjanjian
internasiond tidak turut menandatangani naskah perjanjian.



(¢) penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval) addah pernyataan menerima
adau menyetujui dai negaranegara pihak pada suatu perjanjian internasiond aas
perubahan perjanjian internasiond terssbut Sdlain itu, juga terdapat  perjanjian
perjanjian internasonad yang tidek memerlukan pengesshan dan langsung berlaku
stdah  penandatanganan.  Pengaturan mengenal  pengesahan  perjanjian  internasiond
di Indonesa sdama ini dijabarkan ddam Surat Presden Nomor 2826/HK/1960
tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rekyat, yang telah
menjadi  pedoman ddam proses pengesshan pefjanjian  internasiond,  yatu
pengesshan medui  undang-undang atau keputusan presiden, bergantung kepada
materi yang diaturnya Namun demikian, ddam prektik sdama ini tdah terjadi
berbaga penyimpangan ddam meaksanakan surat presden tersebut sehingga perlu
diganti dengan Undang- undang tentang Perjanjian Internasiond.

Pokok materi yang diatur dadam undang-undang ini disusun dengan Sstematika sebaga

berikut :

Ketentuan Umum;

Pembuatan Perjanjian Internasiond;

Pengesahan Perjanjian Internasiond;

Pemberlakuan Perjanjian Internasiond;

Penyimpangan Perjanjian Internasond;

Pengakhiran Perjanjian Internasond;

Ketentuan Perdihan;

Ketentuan Penutup.
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Il. Pasd Demi Pasa

Pasd 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sesua dengan tuges dan fungsnya, Menteri memberikan pendapat dan pertimbangan
polits dadam membuat dan mengesshkan pejanjian  internasonal berdasarkan
kepentingan nasiond. Sebaga pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri,
Menteri juga terlibat ddam setigp proses pembuatan dan  pengesshan  perjanjian
internasiond, khususnya ddam mengkoordinasikan langkahlangkah yang perlu diambil
untuk melaksanakan prosesur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hal
yang menyangkut kepentingan publik addah materi yang diatur ddam Pasd 10 undang-
undang ini.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “"caracara lan" yang disgpakai oleh para pihak (misanya
smplfied procedure) adaah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasond
godbila ddam masa tetentu tidek menyampakan notifikes tertulis untuk  menolak
keterikatannya pada suatu perjanjian internasiondal.

Pasd 4

Aya (1)

Yang dimaksud dengan subjek hukum internesond lan ddam pasd ini addah suatu
entitas hukum yang diakui oleh hukum internasond dan mempunya kapadtas membuat
perjanjian internasona  dan  mempunya  kgpadtas membuat  perjanjian  internasiond
dengan negara.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Aya (1)

Lembaga Negara addah Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan,
Mahkamah Agung, dan Dewan Petimbangan Agung yang fungs dan wewenangnya
diatur ddam Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemerintah addah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/ingtans
dan badan-badan pemerintah lain, seperti Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia dan
Badan Tenaga Atom Nasiond, yang menydenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan



badan independen lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tuges
tertentu tidak termasuk dalam pengertian lembaga pemerintah.

Mekanisme konsultas dengan Menteri sesua dengan tugas dan fungsnya sebaga
peaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan meindungi kepentingan
nasond dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasond tidek bertentangan
dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesa, dan prosesur pelaksanaannya
sesua dengan pedoman yang ditetapkan dadam Undang-undang tentang Perjanjian
Internasond. Mekanisme konsultas tersebut dapat  dilakukan medadui  rgpat  antar
depatemen aau komunikes  surat-menyurat  antara  lembaga-lembaga dengan
Depatemen Luar Negei untuk meminta pandangan politisyuridis mengena  rencana
pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Aya (2)

Pedoman delegas Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posis deleges
Republik Indonesa dan koordinas antar departemen/lembaga pemerintah di  ddam
membuat perjanjian internasiond.

Pedoman tersebut harus disstujui oleh pgabat yang berwenang, yaitu Menteri yang
bertanggung jawab atas pel aksanaan hubungan luar negeri.

Pedoman tersebut pada umumnya dibuat ddam rangka sdang multilaerd. Namun
demikian, pedoman itu juga dibuat dadam rangka perundingan bilaterd untuk membuat
perjanjian internasona dengan negara lan. Pasd ini mewgibkan deegas  Republik
Indonesia ke setigp perundingan, bak multilaterd maupun bilaterd, untuk  membuat
pedoman yang mencerminkan posS  ddegas  Republik  Indonesa sebaga  hesl
koordines antar depatemen/ingdans terkait dengan mempertimbangkan  kepentingan
nasond.

Ayat (3)

Pedoman dedegas Republik Indonesa perlu mendapat persetujuan Menteri  sebagal
pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Ha ini diperlukan bagi terlaksananya
koordinas yang efektlf di ddam membuat dan mengesahkan perjanjian internasiond.
Materi yang dimuat ddam pedoman delegas Republik Indonesia tersebut disusun atas
kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait yang menangani substansinya,
dan Departcmen Luar Negeri yang memberikan pertimbangan politisnya

Ayat (4)

Pgabat lain addah menteri atau pgabat indans terkait sesua dengan  kewenangan
masing-masing.

Pesal 6

Ayat (1)

Penjgakan: merupakan tahgp awa yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding
mengena kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internesiond.

Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substans dan masadah2 teknis
yang akan disepakati dalam perjanjian internasiond.

Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan  rancangan  suatu  perjanjian
internasond.

Penerimaan: merupakan tahagp menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan
disepaketi oleh para pihak. Ddam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awa
hasl peundingan dgpat dissbut "Penerimaan” yang biasanya dilakukan  dengan
membubuhkan inisa aau paraf pada naskah perjanjian internasond oleh ketua deleges
masng-maesing. Ddam peundingan multilatera, proses penerimaan  (acceptance/
approval) biasanya merupakan tindakan pengesshan suatu negara pihak atas perubahan
perjanjian internasiond.

Penandatanganan: merupakan tahagp akhir dalam  perundingan  bilateral  untuk
melegdisas  suatu naskah perfjanjian internasiond  yang telah disepakati oleh  kedua
pihak. Untuk perfjanjian multilaterd, penandantanganan perjanjian internasiona  bukan
merupakan pengikatan diri sebaga negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian
internasiona dapat  dilakukan medaui  pengesashan  (ratification/accession/acceptance/

approval)
Ayat (2)



Penandatanganan suatu perjanjian internasiond  tidek sekaligus dapat diartikan sebagai
pengikatan diri pada perjanjian tersebut Penandatanganan suatu perjanjian internasiond
yang memerlukan pengesshan, tideak mengikat para pihak sebdum  perjanjian tsh
disahkan.

Pasd 7

Ayat (1)

Surat Kuasa (Full Powers) dikduarkan olen Menteri sesuai dengan praktik internasiond
yang telah dikukuhkan oleh Konvens Wina 1969.

Ayat (2)

Mengingat kedudukan Presden sebaga kepda negarakepda pemerintahan  dan
kedudukan Menteri Luar Negeri sebaga pembantu presiden ddam melaksanakan tugas
umum pemeintahan di bidang hubungan luar negeri, Presden dan Menteri Luar Negeri
tidek memerlukan Surat Kuasa ddam menandatangani suaiu perjanjian  internasiond.
Pgabat negara sdain Presden dan Menteri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam
prektik dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada
pgabat Indonesa, termasuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
Indonesa, daam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara
untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan menydesakan ha-hd lan yang dipelukan
ddam pembuatan perjanjian internesond. Ddam hd pinjaman luar negeri, Menteri
mendel egasikan kepada Menteri Keuangan.

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam prosedur
pembuatan dan pengeshan perjanjian multilatera yang ditkuti  oleh banyak pihak.
Praktek semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disgpakati ddam konferens yang
menerima  (adopt) suatu perjanjian internasona dan  ditetgpkan  oleh  perjanjian
internasiond tersebuit.

Aya (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Aya (1)

Pensyaratan dan Pernyataan dilakukan aas perjanjian  internasond  yang bersfat
multilater dan dgpat dilakukan aas suatu bagian perjanjian internasiond  sepanjang
pensyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan
dibuatnya perjanjian tersebut. Pensyaratan hanya dapat dilakukan apabila tidek dilarang
oleh perjanjian internasond tersebut. Dengan pensyaratan aau pernyataan terhadap
uau ketentuan perjanjian internasond, Pemerintah Republik Indonesa secara hukum
tidak terikat pada ketentuan tersebut.

Aya (2)

Penegasan kembali tersebut dituangkan ddam instrumen pengesahan seperti  piagam
rdifikes aau piagam akses.

Aya (3)

Cukup jelas

Pasd 9

Ayat (1)

Pengesahan suatu  perjanjian  internasiona dilakukan berdasarkan  ketetgpan  yang
disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasond yang memerlukan pengesahan akan
mula  berlaku setdlah terpenuhinya  prosedur pengesshan sebagaimana  diatur  ddam
undang-undang ini.

Ayat (2)

Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat.
Pengesshan dengan keputusan Presiden sdanjutnya  diberitahukan  kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

Pasal 10

Pengesshan perjanjian internasond  mdaui  undang-undang dilakukan  berdasarkan
materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian.



Klasfikas menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan
keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasond dengan undang-undang.
Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya
oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengesshan pejanjian medui  keputusan presden dilekukan atas perjanjian  yang
mensyaratkan adanya pengesshan sesbdlum memula  berlakunya  perjanjian,  tetepi
memiliki materi yang bersfat prosedurd dan memerlukan penergpan ddam  waktu
gngkat tanpa mempengaruhi  peraturan  perundang-undangan nasond.  Jenis-jenis
perjanjian yang termasuk ddam kategori ini, di antaranya addah perjanjian induk yang
menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik,
perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pgjak berganda, dan kerja sama
perlindungan penanaman moda, serta perjanjian-perjanjian yang bersfat teknis.

Aya (2)

Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun
tidek diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasiond tersebut karena
pada umumnya pengesshan dengan keputusan presden hanya dilakukan bagi perjanjian
internasiond di bidang teknis Di ddam meaksanakan fungs dan wewenang Dewan
Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungiawaban atau keterangan Pemerintah
mengena  perjanjian internasiond  yang tdah dibuat. Apabila dipandang merugikan
kepentingan nasiona, perjanjian internasiona tersebut dapat dibatakan atas permintaan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasa 12

Aya (1)

Di ddam menyigpkan rancangan undang-undang bagi pengesshan suau perjanjian
internasiona perlu memperhatikan Keputusan Presden Nomor 188 Tahun 1998 tentang
Tata Cara Mempersigpkan Rancangan Undang-undang.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasa 13

Penempatan peraturan perundang-undangan pengesshan suau perjanjian internasond  di
daam lembaran negara dimaksudkan agar setigp orang dapat mengetahui perjanjian yang
dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pasa 14

Lembaga penyimpan (depositaly) merupakan negara atau organisas internasiond yang
ditunjuk aau disebut secara tegas ddam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam
pengesshan perjanjian internasiond. Praktik ini berlaku bagi perjanjian multilaterd yang
memiliki banyak pihak. Lembaga penyimpan sdanjutnya memberitahukan semua pihak
pada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

Pasa 15

Aya (1)

Pejanjian  internasond  yang tidek mensyaratkan adanya pengesshan ddam
pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersfat teknis atau merupakan
pelaksanaan teknis aas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku  satelah
penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjiavnota diplomatik atau setelah meadui
cara-caralain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian internasiona.

Perjanjian yang termasuk ddam kategori terssbut di antaranya addah perjanjian yang
Ssecara teknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan, sosd, budaya, pariwisata,
penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antar
propins dan antar kota.

Aya {2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) gd Ayat (3)

Cukup jelas

Aya (4)



Yang dimaksud dengan “"perubahan yang bersfa teknis adminigratif" addah perubahan
yang tidek menyangkut materi pokok perjanjian, misdnya perubshan mengena
penambahan anggota suatu dewanvkomite atau penambahan sdah satu bahasa resmi
perjanjian internasiond. Perubahan semacam ini tidek memerlukan pengesahan dengan
peraturan perundang-undangan yang sdtingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubah
tersebut.

Yang dimaksud dengan "prosedur sederhand’ adadah pengesshan yang dilakukan meaui
pemberitahuan tertulis di antara para pihak atau didepostkan kepada negarapihak
penyimpan perjanjian.

Pasal 17 Ayat (1) g/d Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Suatu perjanjian internasond dapat berakhir gpabila sdah satu butir ddam pasd ini
sudah terjadi. Hak dan kewgjiban para pihak daam perjanjian internasond akan berakhir
pada saat perjanjian internasiond tersebut berakhir.

"Hilangnya objek perjanjian” sebagaimana dimaksud pada butir (g) pasd ini dapat terjadi
gpabila objek dari perjanjian tersebut sudah tidek adalagi.

"Kepentingan nasond” sebagaimana dimaksud pada butir (h) pasd ini harus diartikan
sebaga  kepentingan umum  (public interest), perlindungan subjek hukum  Republik
Indonesia, dan yurisdiks kedaulatan Republik Indonesia.

Pasal 19 9/d Pasal 22

Cukup jelas
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